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Abstract 

Sumatra Island is the third largest island in Indonesia which has extraordinary natural resource potential. Sumatra Island has 

10 provinces which are the islands with the most provinces in Indonesia. Each province has different resources and 

geographical conditions so that inequality occurs with an uneven economy. This study aims to identify leading sectors and 
prospective sectors in each province in Sumatra. The analysis was carried out on economic inequality between provinces in 

Sumatra. This study uses the Location Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ) and Williamson Index (WI) 

approaches. The results showed that 10 provinces in the Sumatra region had 1 province experiencing high category 

inequality, 4 provinces experiencing medium category inequality, and 5 provinces experiencing low category inequality. In 
the LQ analysis it is known that the leading sector for the province in the Sumatra region is the agricultural sector; Forestry 

and Fisheries; Water Procurement; Waste disposal; Waste Management; Waste and Remediation; and Mining and Quarrying 

Sector. In the DLQ analysis it is known that each economic sector has prospects for development in the future. The sectors to 

be developed are Electricity and Gas Procurement; Wholesale and Retail Trade; and Car and Motorcycle Workshop. So that 
this research can be used as material for consideration and reference for local governments in making policies and 

synergizing in development in Sumatra. 

Keywords:  Inequality and Prospects, Economic Base, Dynamic Location Quotient (DLQ), Location Quotient (LQ), 

Williamson Index (IW). 

Abstrak 

Pulau Sumatera adalah pulau terbesar ketiga di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa. Pulau 

Sumatera memiliki 10 provinsi yang merupakan pulau dengan provinsi terbanyak di Indonesia. Setiap propinsi memiliki 
sumber daya dan kondisi geografis yang berbeda sehingga terjadinya ketimpangan dengan tidak meratanya perekonomian. 

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor unggulan dan sektor prospektif di setiap provinsi di Sumatera. Analisis 

dilakukan terhadap ketimpangan perekonomian antar provinsi di Sumatera. Penelitian ini menggunakan pendekatan Location 

Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ) dan Williamson Index (WI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 10 
provinsi di wilayah Sumatera terdapat 1 provinsi mengalami ketimpangan kategori tinggi, 4 provinsi mengalami ketimpangan 

kategori sedang, dan 5 provinsi mengalami ketimpangan kategori rendah. Pada analisis LQ diketahui bahwa leading sector 

untuk provinsi di wilayah Sumatera adalah sektor Pertanian; Kehutanan dan Perikanan; Pengadaan Air; Pembuangan 

Limbah; Pengelolaan Limbah; Limbah dan Remediasi; dan Sektor Pertambangan dan Penggalian. Pada analisis DLQ 
diketahui bahwa masing-masing sektor ekonomi memiliki prospek untuk dikembangkan di masa mendatang. Sektor yang 

dikembangkan adalah Pengadaan Listrik dan Gas; Perdagangan Besar dan Eceran; dan Bengkel Mobil dan Motor. Sehingga 

penelitian ini dapat  menjadi bahan pertimbangan dan acuan bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan dan 

bersinergi dalam pembangunan di Sumatera. 

Kata kunci:  Ketimpangan dan Prosprek, Basis Ekonomi, Dynamic Location Quotient (DLQ), Location Quotient (LQ), Indeks 

Williamson (IW). 
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1. Pendahuluan 

Pulau Sumatera merupakan pulau terbesar ketiga di 

Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam 

yang luar biasa. Pulau ini terdiri dari 10 provinsi 

sehingga menjadikan Pulau Sumatera sebagai pulau 

dengan provinsi terbanyak. Kesepuluh provinsi tersebut 

memiliki kondisi geografis dan sumber daya yang 

berbeda-beda yang berdampak pada perbedaan 

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di setiap 

provinsi. Potensi sumber daya dan kondisi geografis 

yang berbeda di setiap daerah menjadi dasar terjadinya 

ketimpangan. Akibatnya, kemampuan suatu daerah 

untuk melakukan proses pembangunan juga berbeda, 

hal ini dapat membuat garis keturunan dimana terdapat 

daerah maju dan daerah tertinggal. Adanya disparitas 

antar wilayah dapat mempengaruhi tingkat 

kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Aspek 

ketimpangan pembangunan antar daerah juga memiliki 

keterkaitan dengan rumusan dalam kebijakan 

pembangunan daerah yang dibuat oleh pemerintah 

daerah [1]. 

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat yaitu melalui pelaksanaan desentralisasi 

dan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan. 

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) dengan desentralisasi fiskal karena masing-
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masing daerah yang mengetahui karakteristiknya. 

Daerah yang terbaik dapat melaksanakan pembangunan 

sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Otonomi 

daerah dengan memberdayakan potensi dapat berhasil 

apabila sektor unggulan daerah dapat dioptimalkan [2].  

Sektor unggulan tersebut penting untuk menentukan 

prioritas pembangunan dan mengurangi ketimpangan. 

Desentralisasi fiskal dapat berperan penting dalam 

mengurangi ketimpangan [3]. Desentralisasi fiskal 

memiliki hubungan yang negatif dan signifikan 

terhadap ketimpangan wilayah [4], [5]. Hubungan 

negatif berdampak pada penurunan pendapatan 

nasional.  

Kondisi daerah yang bervariasi dalam  sektor sosial 

ekonomi pada keterbatasan infrastruktur, kepadatan 

penduduk, dan pengangguran memiliki peran penting 

dalam program pengentasan kemiskinan tidak berjalan 

dengan baik. Peran transfer pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah dalam dana desa sebagai bentuk 

desentralisasi fiskal. Transfer dana desa yang 

disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah 

dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan 

yang merupakan mayoritas penduduk miskin di 

Indonesia [6].  

Ketimpangan merupakan fenomena yang terjadi dalam 

perekonomian nasional dimana terdapat perbedaan atau 

kesenjangan antara setiap anggota masyarakat dalam 

kegiatan ekonomi, termasuk perbedaan kegiatan 

ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya [7]. 

Ketimpangan pada disebabkan oleh perbedaan potensi 

sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografis 

yang terdapat di setiap daerah. Akibat dari perbedaan 

dalam kemampuan suatu daerah untuk mendorong 

proses pembangunan juga berbeda. Berdasarkan 

penelitian yang ada bahwa terdapat pengaruh sumber 

daya alam terhadap ketimpangan. Keadaan ini 

disebabkan oleh perbedaan potensi sumber daya alam 

dan perbedaan kondisi demografi yang tersedia di 

setiap daerah [8], [9]. Hasil sebaliknya menunjukkan 

suatu perbedaan yang mencolok dimana dijelaskan 

bahwa sumber daya alam minyak berpengaruh negatif 

terhadap ketimpangan pendapatan dalam jangka pendek 

[10]. Sumber daya batubara tidak merata dan 

mengakibatkan ketimpangan yang signifikan di 

berbagai daerah [11], [12].  

Terdapat 5 provinsi di Sumatera yang memiliki indeks 

ketimpangan lebih besar dari rata-rata yaitu Provinsi 

Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan dan 

Kepulauan Riau propinsi. Studi ini didukung oleh [13]. 

Provinsi Sumatera Barat dan Bangka Belitung termasuk 

dalam kategori ketimpangan rendah dan kategori 

ketimpangan tinggi terdapat pada provinsi Jambi dan 

Kepulauan Riau [14], [15], [16], [12], [17].  

Laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan 

oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah 

tersebut. Kegiatan ekonomi dikelompokkan menjadi 

kegiatan nasional dan kegiatan non basis dan hanya 

kegiatan basis yang dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi [18]. Salah satu metode yang dapat diterapkan 

untuk mengidentifikasi apakah suatu sektor atau 

subsektor ekonomi tergolong kategori basis atau non 

basis adalah dengan menggunakan metode Location 

Quotient (LQ). Teknik LQ dapat dibagi menjadi dua 

yaitu Static Location Quotient (SLQ) dan Dynamic 

Location Quotient (DLQ) [19]. Analisis LQ dan DLQ 

dalam sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, 

penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, limbah dan 

daur ulang; bidang administrasi pemerintahan, 

pertahanan dan jaminan sosial wajib, bidang pelayanan 

kesehatan dan kegiatan sosial dapat membantu 

pembangunan [20]. Analisis LQ di Wilayah Regional 

Sumatera menyimpulkan bahwa secara umum memiliki 

keunggulan pada sektor pertanian dan sektor 

pertambangan [16]. Hampir seluruh provinsi di 

Sumatera memiliki keunggulan komparatif di bidang 

pertanian [21], [22].  Sektor perikanan merupakan basis 

unggulan bagi prospek perekonomian daerah [23] dan 

sektor Pertanian dan Kehutanan termasuk sektor yang 

dapat diprioritaskan dalam pembangunan ekonomi 

yang dipengerahui oleh lokasi [24]. 

Pulau Sumatera memiliki kontribusi Produk Domestik 

Bruto (PDB) terbesar kedua di Indonesia yaitu sebesar 

21,4 persen setelah Pulau Jawa sebesar 59,3 persen 

[25]. Pulau Sumatera memiliki potensi yang sangat 

besar dalam pembangunan ekonomi. Maka tujuan 

penelitian ini adalah menganalisis sektor apa saja yang 

menjadi unggulan dan ketimpangan yang memiliki 

prospek ekonomi yang dapat dikembangkan di setiap 

provinsi di wilayah Sumatera. Sehingga penelitian ini 

dapat  menjadi bahan pertimbangan dan acuan bagi 

pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan dan 

bersinergi dalam pembangunan di Sumatera. 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini mengukur seberapa besar tingkat 

ketimpangan di 10 provinsi di Pulau Sumatera dalam 

mengidentifikasi sektor unggulan dan sektor prospektif 

di masing-masing provinsi. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan Indeks Williamson (IW), LQ, dan DLQ 

periode 2013-2020. IW  digunakan untuk mengukur 

tingkat ketimpangan antar wilayah melalui pendekatan 

jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) per kapita. Formula yang digunakan adalah 

menjumlahkan selisih PDRB per kapita suatu daerah 

dengan daerah yang lebih tinggi tingkatannya [26]. 

Perbandingan dilakukan pada tingkat kecamatan dan 

kabupaten/kota, kabupaten/kota dan provinsi serta 

menimbang proporsinya. penduduk suatu daerah. [27]. 

Dalam penentuan nilai IW  dan menentukan kriteria 

dengan angka Indeks 0 (nol) yang berarti tidak ada 

ketimpangan ekonomi. Indeks lebih dari nol 

menunjukan terjadi ketimpangan antar daerah atau 

kota. Semakin besar angka indeks berarti semakin besar 

ketimpangan ekonomi antar daerah atau kota. Indeks 

ini membantu dalam mengetahui dan menjelaskan 

kondisi ketimpangan pendapatan menggunakan analisis 

IW.  

Analisis LQ bertujuan untuk menentukan sektor 

unggulan di suatu daerah dengan cara membandingkan 

besar kecilnya peran suatu sektor di suatu daerah 

dengan peran sektor tersebut secara nasional, dengan 
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kata lain membandingkan kontribusi masing-masing 

sektor terhadap pembentukan negara. LQ adalah 

perbandingan peran sektor atau industri di kabupaten 

atau kota terhadap peran sektor atau industri di 

provinsi. Cara mengukur LQ melalui nilai tambah atau 

PDRB dan pendekatan tenaga kerja [28]. Analisis ini 

dilakukan untuk mengetahui jenis sektor basis dan non 

basis.  Perhitungan ini diperoleh nilai klasifikasi untuk 

menentukan sektor yang menjadi unggulan [29], [14].  

Deskripsi nilai LG terdiri atas: 

a. Jika nilai LQ besar dari 1 maka sektor tersebut 

dapat dikatakan sebagai sektor potensial (basis). 

b. Jika nilai LQ < 1 maka sektor tersebut bukan 

merupakan sektor potensial (non basis).  

c. Jika LQ = 1 maka peminatan tingkat provinsi sama 

dengan tingkat nasional. 

Analisis DLQ digunakan sebagai alternatif untuk 

melengkapi kelemahan analisis LQ. Metode ini 

bertujuan untuk mengetahui peran sektor prioritas ke 

depan. Nilai DLQ adalah analisis yang dapat membantu 

mengetahui adanya perubahan atau reposisi sektoral 

[30]. DLQ bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

sektor yang semula merupakan sektor basis pada waktu 

tertentu dan berubah menjadi sektor non-basis atau 

sebaliknya. Awalnya sektor non-basis maka dapat 

berubah menjadi sektor basis. DLQ merupakan 

modifikasi bentuk SLQ dengan kombinasi besaran 

PDRB melalui nilai sektor dan subsektor produksi dari 

satu periode ke periode berikutnya. Hasil perhitungan 

DLQ terdapat kriteria: 

a. Jika nilai DLQ besar dari 1 maka laju pertumbuhan 

sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB provinsi 

lebih cepat dari proporsi laju pertumbuhan sektor 

yang sama terhadap laju pertumbuhan GNP 

Nasional.  

b.  Jika nilai DLQ kecil dari 1 maka laju pertumbuhan 

sektor i terhadap laju pertumbuhan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi lebih 

rendah dari proporsi laju pertumbuhan sektor yang 

sama terhadap laju pertumbuhan GNP Nasional.  

c. Jika DLQ sama dengan 1 maka proporsi laju 

pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan 

PDRB provinsi sebanding dengan proporsi laju 

pertumbuhan sektor yang sama terhadap laju 

pertumbuhan GNP Nasional.  

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Indeks Williamson (IW) 

Ketimpangan wilayah menggambarkan perbedaan 

distribusi pendapatan masyarakat di suatu wilayah dan 

dalam kurun waktu tertentu. Alat ukur ketimpangan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah IW  yang 

menggambarkan ketimpangan setiap provinsi di Pulau 

Sumatera dan disajikan pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Rata-rata Ketimpangan Provinsi di WilayahSumatera 

Tahun 2013-2020 

Gambar 1 menunjukan Provinsi yang memiliki skor IW 

dalam kategori tinggi adalah Provinsi Sumatera Selatan 

dengan skor IW sebesar 0,713. Kemudian provinsi 

yang memiliki rata-rata nilai ketimpangan kategori 

sedang antara lain Provinsi Sumatera Utara dengan 

nilai IW 0,560, Provinsi Kepulauan Riau yaitu 0,487, 

kemudian Provinsi Jambi dengan nilai 0,477 dan 

disusul Provinsi Bengkulu dengan rata-rata nilai 

ketimpangan sebesar 0,415. Sedangkan daerah dengan 

tingkat ketimpangan rata-rata rendah dimiliki oleh 

Provinsi Riau dengan nilai rata-rata 0,383, Provinsi 

Aceh dengan nilai IW 0,367, Provinsi Sumatera Barat 

dengan nilai 0,265, Provinsi Lampung dengan nilai 

rata-rata 0,262 dan Bangka. Provinsi Belitung dengan 

nilai ketimpangan sebesar 0,195. Hasil penelitian ini 

sedikit berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Mansyur dan Utomo pada tahun 2021 dimana dalam 

kajian tahun 2005-2010 dengan menggunakan alat 

analisis IW , provinsi yang mengalami ketimpangan 

kategori tinggi adalah Aceh, Riau, Sumatera Selatan, 

dan Kepulauan Riau [16]. Kemudian provinsi yang 

mengalami ketimpangan kategori sedang adalah 

provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, 

Bengkulu dan Bangka Belitung, sedangkan provinsi 

yang mengalami ketimpangan kategori rendah adalah 

Provinsi Lampung. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Rusdi et al pada tahun 2018, dimana pada tahun 

penelitian 2012-2016 dengan menggunakan alat 

analisis IW [16]. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

Provinsi Sumatera Barat, Lampung dan Provinsi 

Bangka Belitung termasuk dalam kategori ketimpangan 

rendah. Kategori ketimpangan tinggi terdapat 

perbedaan. yaitu Provinsi Riau, Jambi dan Provinsi 

Kepulauan Riau [13]. 
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3.2. Location Quotient (LQ). 

 

Gambar 2. Sektor Basis Ekonomi Propinsi di Wilayah Sumatera 

Berdasarkan Location Quotient 

Pada Gambar 2 menunjukan sektor ekonomi unggulan 

terlihat bahwa di Provinsi Aceh terdapat 7 sektor 

unggulan, yang terbesar adalah sektor pelayanan 

kesehatan dan kegiatan sosial dengan nilai Location 

Quotient sebesar 2,48, Provinsi Sumatera Utara dan 

Provinsi Lampung masing-masing memiliki sektor 

unggulan dengan nilai Location Quotient tertinggi 

adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, 

maka Provinsi Sumatera Barat memiliki 8 sektor 

unggulan dan sektor transportasi dan pergudangan 

menjadi sektor unggulan. 

Kemudian provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, 

Bangka Belitung dan Kepulauan Riau memiliki sektor 

yang paling diunggulkan yaitu sektor pertambangan 

dan penggalian. Kemudian Provinsi Bengkulu memiliki 

9 sektor unggulan dengan sektor unggulan terbanyak 

adalah sektor penyediaan air bersih, pengelolaan 

sampah, persampahan dan daur ulang. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan penelitian Aji dan Nasriyah [14].  

3.3. Dynamic Location Quotient (DLQ). 

DLQ digunakan untuk mengetahui prospek sektor di 

suatu wilayah, apakah di masa mendatang sektor 

tertentu dapat bertahan sebagai sektor basis atau tidak 

dan sebaliknya. Hasil perhitungan DLQ untuk setiap 

provinsi di wilayah Sumatera disajikan pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Potensi Sektor Ekonomi di Wilayah Sumatera 

Berdasarkan Dynamic Location Quotient 

Gambar 3 terlihat sektor yang paling dominan untuk 

dikembangkan ke depan dilihat dari nilai kontribusi 

DLQ-nya adalah sektor pertambangan dan penggalian, 

dimana sektor ini memiliki nilai DLQ tertinggi untuk 

Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Provinsi 

Jambi, Sumatera Selatan, Lampung dan Kepulauan 

Riau. Kemudian sektor potensial dan nilai DLQ yang 

dominan adalah sektor pengadaan listrik dan gas 

dimana sektor ini memiliki nilai DLQ tertinggi dari 

Provinsi Aceh, Riau, Bengkulu dan Bangka 

Belitung.Pada analisis DLQ diketahui bahwa masing-

masing sektor ekonomi memiliki prospek untuk 

dikembangkan di masa mendatangprovinsi di wilayah 

Sumatera adalah bidang pengadaan listrik dan gasdan 

sektor dari perdagangan grosir dan eceran; reparasi 

mobil dan motor. Temuan ini sejalan dengan penelitian 

Rini dan Khoirudin [30] [31]. 

Berdasarkan dari analisis terdapat: 

a. Provinsi Aceh Dalam analisis IW , Provinsi Aceh 

mengalami penurunan tingkat ketimpangan 

pembangunan pada tahun 2013-2018, namun terjadi 

sedikit peningkatan pada masa pandemi Covid-19 

yaitu pada tahun 2019-2020. Nilai rata-rata 

ketimpangan di Provinsi Aceh tahun 2013-2020 

termasuk dalam kategori ketimpangan rendah 

dengan nilai IW sebesar 0,367. Provinsi Aceh 

memiliki 5 sektor ekonomi unggulan serta prospek 

pengembangan yaitu sektor pertanian, kehutanan 

dan perikanan, sektor perdagangan besar dan 

eceran, sektor real estate, sektor wajib pemerintahan 

dan pertahanan, jaminan sosial dan pelayanan 

kesehatan. dan bidang kegiatan sosial. 

b. Provinsi Sumatera Utara Dalam analisis IW , 

tingkat ketimpangan di Provinsi Sumatera Utara 

berfluktuasi, sedangkan rata-rata nilai ketimpangan 

di Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2020 

termasuk dalam kategori ketimpangan sedang 

dengan nilai IW sebesar 0,560. Provinsi Sumatera 

Utara memiliki 3 sektor ekonomi unggulan yang 

memiliki prospek pengembangan yaitu sektor 

pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor 

perdagangan besar dan eceran, serta sektor real 

estate. 

c. Provinsi Sumatera Barat Tingkat ketimpangan 

Provinsi Sumatera Barat memiliki kecenderungan 

yang terus meningkat, namun rata-rata nilai 

ketimpangan di Provinsi Sumatera Barat tahun 

2013-2020 berada pada kategori ketimpangan 

rendah dengan nilai IW sebesar 0,265. Provinsi 

Sumatera Barat memiliki 3 sektor ekonomi 

unggulan serta prospek pengembangan yaitu sektor 

perdagangan besar dan eceran, sektor 

penyelenggaraan pemerintahan dan pertahanan 

wajib jaminan sosial serta sektor jasa pendidikan. 

d. Provinsi Riau, Provinsi Riau memiliki nilai 

ketimpangan yang selalu menurun, sedangkan rata-

rata nilai ketimpangan di Provinsi Riau tahun 2013-

2020 termasuk dalam kategori ketimpangan rendah 

dengan nilai IW sebesar 0,383. Terdapat 2 sektor 

ekonomi yang menjadi unggulan dan prospek untuk 

dikembangkan oleh Provinsi Riau yaitu sektor 

pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor 

industri pengolahan. 
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e. Provinsi Jambi dalam analisis IW mengalami 

penurunan tingkat ketimpangan pembangunan pada 

tahun 2013-2017, sedangkan nilai rata-rata 

ketimpangan di Provinsi Jambi pada tahun 2013-

2020 termasuk dalam kategori ketimpangan sedang 

dengan Nilai IW sebesar 0,477. Provinsi Jambi 

memiliki 4 sektor ekonomi unggulan yang memiliki 

prospek pengembangan yaitu pertanian, kehutanan 

dan perikanan, pertambangan dan penggalian, 

administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan 

sosial wajib serta pelayanan kesehatan dan kegiatan 

sosial. 

f. Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai 

ketimpangan yang fluktuatif, sedangkan rata-rata 

nilai ketimpangan di Provinsi Sumatera Selatan 

tahun 2013-2020 termasuk dalam kategori 

ketimpangan tinggi dengan nilai IW sebesar 0,713. 

Terdapat 2 sektor ekonomi yang menjadi unggulan 

dan prospek untuk dikembangkan oleh Provinsi 

Sumatera Selatan yaitu sektor pertambangan dan 

penggalian dan sektor real estate. 

g. Tingkat ketimpangan Provinsi Bengkulu memiliki 

kecenderungan yang terus meningkat, namun rata-

rata nilai ketimpangan di Provinsi Bengkulu tahun 

2013-2020 termasuk dalam kategori ketimpangan 

sedang dengan nilai IW sebesar 0,415. Provinsi 

Bengkulu memiliki 4 sektor ekonomi unggulan 

yang memiliki prospek pengembangan yaitu sektor 

perdagangan besar dan eceran, sektor pengangkutan 

dan pergudangan, sektor real estate serta sektor 

penyelenggaraan pemerintahan dan pertahanan 

jaminan sosial wajib. 

h. Provinsi Lampung memiliki nilai ketimpangan yang 

cukup stabil, sedangkan rata-rata nilai ketimpangan 

di Provinsi Lampung tahun 2013-2020 berada pada 

kategori ketimpangan rendah dengan nilai IW 

sebesar 0,262. Terdapat 2 sektor ekonomi yang 

menjadi unggulan dan prospek untuk dikembangkan 

oleh Provinsi Lampung yaitu sektor transportasi dan 

pergudangan serta sektor real estate. 

i. Tingkat ketimpangan di Provinsi Bangka Belitung 

memiliki kecenderungan yang terus meningkat, 

namun rata-rata nilai ketimpangan di Provinsi 

Bangka Belitung tahun 2013-2020 berada pada 

kategori ketimpangan rendah dengan nilai IW 

sebesar 0,195. Provinsi Bangka Belitung memiliki 4 

sektor ekonomi unggulan dan prospek 

pengembangan yaitu sektor pertanian, kehutanan 

dan perikanan, sektor perdagangan besar dan 

eceran, sektor real estate serta sektor jaminan sosial 

wajib administrasi pemerintahan dan pertahanan. 

j. Tingkat ketimpangan di Provinsi Kepulauan Riau 

selalu mengalami penurunan, sedangkan rata-rata 

nilai ketimpangan di Provinsi Kepulauan Riau tahun 

2013-2020 berada pada kategori ketimpangan 

sedang dengan IW nilai 0,487. Provinsi Kepulauan 

Riau memiliki 3 sektor ekonomi unggulan dan 

prospek pengembangan yaitu sektor pertambangan 

dan penggalian, sektor industri pengolahan dan 

sektor konstruksi. 

4. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 

10 provinsi di wilayah Sumatera, 1 provinsi mengalami 

ketimpangan kategori tinggi, 4 provinsi mengalami 

ketimpangan kategori sedang dan 5 provinsi mengalami 

ketimpangan kategori rendah. Dalam analisis LQ 

diketahui bahwa sektor unggulan provinsi di wilayah 

Sumatera adalah sektorPertanian, Kehutanan dan 

Perikanan, sektor Pengadaan Air, Pembuangan Limbah, 

Pengelolaan Limbah dan Remediasi dan sektor 

Pertambangan dan Penggalian. Kemudian dengan 

analisis DLQ diketahui bahwa sektor ekonomi 

memiliki prospek untuk dikembangkan di masa depan 

masing-masingprovinsi di wilayah Sumateraadalah 

Bidang Pengadaan Listrik dan Gasdan Sektor dar 

Perdagangan Besar dan Eceran; Bengkel Mobil dan 

Motor. 
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